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ABSTRAK
Perilaku membuat konten video pada sosial media semakin memprihatinkan dan melanggar

ketertiban umum. Kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara harus diletakkan secara
seimbang dan dapat dipertangqungjawabkan. UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU
No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik belum cukup mengakomodir
perlindungan hukum warga negara dalam hal mewujudkan kebebasan berekspresi dan
berpendapat membuat konten video sosial media. Perpaduan kebebasan berpendapat dan
berekspresi menggunakan fisik maupun teknologi informasi harus cepat diwujudkan dalam
peraturan perundang-undangan guna melindungi hak warga negara lainnya. Dalam konteks ini
perlu juga dilakukan penyuluhan hukum yang ditujukan pada kesadaran masyarakat dalam
mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa harus melanggar hak warga negara
lainnya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan studi
kepustakaan.

Keyword: kebebasan berekspresi, konten sosial media, kesadaran hukum

A. PENDAHULUAN

Setelah amandemen kedua UUD
NRI Tahun 1945, telah ditambahkan bab
khusus yang mengatur mengenai HAM
yang sebelumnya tidak diatur lebih
spesifik dalam konstitusi.! Penambahan
tersebut merupakan suatu tuntutan
reformasi yang memang keberadaannya
belum mendapatkan perhatian serius
bahkan menimbulkan pelanggaran

! Diantaranya pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F,
28G, 28H, 28, 28J.

2 R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak-Hak
Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen
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dalam berbagai kasus tertentu. Terdapat
2 (dua) arti penting pengaturan HAM
paska reformasi, yaitu pertama, terdapat
pembatasan kekuasaan guna
menghindari  kesewenang-wenangan
dari penguasa dan kedua, menegaskan
bahwa pentingnya melakukan
penghormatan,  perlindungan  dan
pemenuhan hak-hak asasi manusia.?

UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika
Implementasi, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1
Desember 2007, him. 2.
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Salah satu HAM yang menarik
dalam perubahan kedua yaitu terkait
hak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat
yang diatur pada pasal 28 E ayat 3.
Jaminan  kebebasan = mengeluarkan
pendapat dan ekspresi mendapat
pengaturan lebih khusus, bahkan negara
bertanggung  jawab  atas  setiap
implementasinya mulai regulasinya
hingga pengawasannya.

Sebelumnya DUHAM juga sudah
mengatur hal mengenai kebebasan
berpendapat dan berekspresi yaitu pada
pasal 19, yang berbunyi setiap orang
berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat dan
berekspresi, dalam hal ini termasuk
kebebasan menganut pendapat tanpa
mendapat gangguan, dan untuk
mencari, menerima, dan menyampaikan
keterangan-keterangan dan pendapat
dengan cara apapun dan tanpa melihat
batas. Menariknya dalam UU No.9

Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka
umum (UU No.9 Tahun 1998)
menambahkan tanggungjawab  bagi

pengemban hak untuk menjaga hak
dimaksud jangan sampai melanggar hak
orang lain. Lebih lanjut diartikan sebagai
hak setiap warga mnegara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan,
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan

% Pasal 1 angka 1 UU No.9 Tahun 1998 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum.
“nttps://www.kompas.tv/article/295828/marak-aksi-
hadang-truk-demi-konten-remaja-usia-18-tahun-
tewas-di-tempat-akibat-tertabrak.

Nina Zainab & Indra Lorenly Nainggolan

ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.?
Perkembangan teknologi dan
informasi berdampak pula dengan
metode berpendapat maupun
berekspresi itu sendiri. Keberadaan

media online atau media sosial berbasis
internet sangat mempengaruhi proses
penyampaian pendapat dan ekspresi
menggunakan tisik. Perpaduan
keduanya memunculkan fenomena baru
dalam masyarakat. Misalnya fenomena
anak remaja hadang kendaraan truk
secara tiba-tiba untuk konten media
sosial yang menjadi perhatian publik.
Terdapat beberapa  tempat  aksi
berbahaya ini sudah berulangkali terjadi
dan menimbulkan korban jiwa.# Bahkan
akibat  peristiwa  tersebut  supir
kendaraan truk di tangkap oleh pihak
kepolisian untuk proses penyelidikan.
Padahal dalam situasi tersebut supir
menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu
juga terdapat peristiwa dimana seorang
pengunjung kebun binatang hendak
membuat konten video dengan cara
berinteraksi dengan orangutan, tanpa
menghiraukan pembatas jarak dengan
kandang satwa.> Aksi berbahaya yang
melanggar aturan pembatas pengunjung
dihiraukan dengan segala kepentingan
media sosial.

Berbagai aksi dilakukan guna
mendapatkan konten video yang lebih
menarik, justru menyalahi peraturan
yang ada. Persoalan yang penting dalam

Shttps://regional.kompas.com/read/2022/06/08/06100
0078/fakta-fakta-pengunjung-kebun-binatang-ditarik-
orangutan-viral-di-medsos?page=all.
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kejadian itu terdapat perilaku seseorang

diluar batas dalam hal kebebasan
berpendapat dan berekspresi
menggunaan media sosial, tanpa

menghiraukan perlindungan hukum
terhadap dirinya maupun orang lain.
Padahal mengacu pada pasal konstitusi
jelas dikatakan bahwa perlindungan
hukum harus ditujukan secara adil bagi
setiap warga negara. Fenomena diatas

mengindikasikan bahwa tingginya
minat pengguna internet dalam
membuat video media sosial di
Indonesia tidak berkorelasi dengan

penghormatan kebebasan berpendapat
dan berekspresi orang lain. Perpaduan
kebebasan berpendapat dan berekspresi
menggunakan fisik maupun sosial
media dalam membuat konten video
harus menjadi perhatian serius dari segi
regulasi maupun pengawasan.

B. RUMUSAN MASALAH
a. Apakah sudah ada pengaturan

kebebasan  berpendapat  dan
berekspresi membuat  konten
media sosial dalam peraturan

perundang-undangan?

b. Bagaimanakah bentuk
perlindungan  hukum = warga
negara kebebasan berpendapat dan
berekspresi konten media sosial?

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode
yuridis normatif atau  doktrinal,
membangun  argumentasi  hukum
sebagai bagian dari sistem norma saling

6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015, him. 34.
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berhubungan satu sama lainnya yang
terdiri dari asas-asas, konsep-konsep,
kaidah perundang-undangan, putusan
pengadilan, serta ajaran para ahli.®
Kemudian menggunakan pendekatan
konseptual (concept approach), dimana
dalam menganalisisnya berawal dari
pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang digunakan dalam ilmu
hukum.” Pendekatan kaidah peraturan
perundang-undangan yang dimaksud
melihat aturan yang diantaranya UUD
NRI Tahun 1945, UU No.9 Tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum.

D. KERANGKA TEORI DAN
PEMBAHASAN

1. Kebebasan Berekspresi Membuat
Konten Media Sosial Dalam

Peraturan Perundang-Undangan

Menurut kamus besar bahasa
Indonesia, kata bebas diartikan sebagai
keadaan bebas, kemerdekaan,
sedangkan pendapat yaitu buah
pemikiran atau perkiraan tentang suatu
hal (seperti orang atau peristiwa).?
Penggunaan istilah berpendapat
dipadankan dengan istilah ekspresi yang
diartikan sebagai pengungkapan atau
proses menyatakan (memperlihatkan
atau menyatakan maksud, gagasan,
perasaan , dan sebagainya).’

Istilah yang digunakan UU No.9

Tahun 1998 yaitu  kemerdekaan
menyampaikan pendapat sebagai hak
setiap warga negara untuk

menyampaikan pikiran dengan lisan,

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:
Kencana, , 2011, him. 95.

8 https://kbbi.kemdikbud.go.id

® https://kbbi.kemdikbud.go.id
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tulisan, dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku. Kebebasan
berpendapat merupakan suatu keadaan
dimana seseorang bebas dan merdeka
untuk mengungkapkan pemikirannya
baik lisan, tulisan maupun media digital
mengenai sesuatu hal atau peristiwa
tertentu  yang  dilakukan  secara
bertanggung jawab.

Komnas HAM mengemukakan
bahwa lingkup hak atas kebebasan
berekspresi  sangat luas, yang
diantaranya sebagai berikut:!0
Pidato dan ekspresi politik;

Ekspresi keagamaan;
Ekspresi seni;
Ekspresi simbolis;
Hak atas perlindungan data pribadi;
Kebebasan pers;
Hak atas Internet;
Hak atas informasi dan informasi
publik;
9. Kebebasan akademik;
10. Hak-hak keistimewaan.

Luasnya bentuk perilaku
kebebasan berekspresi menuntut pula
adanya aturan yang pasti dari masing-
masing. Sementara itu UU No.9 Tahun
1998 sebetulnya memaknai kebebasan
berpendapat dan berekspresi khusus
hanya untuk warga negara. Tidak heran
pengaturannya  diberlakukan  pada
khalayak umum untuk hal-hal unjuk

PN L=

10 peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.2
Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan
Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat
dan Berekspresi, him. 8-35.

11 Pasal 9 ayat 1 UU No.9 Tahun 1998 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum.
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rasa atau demonstrasi, pawai, rapat
umum dan atau mimbar bebas.!
Berbeda halnya dengan teks konstitusi
pasal 28 E ayat 3 yang berlaku universal
bagi siapapun, bukan hanya warga
negara saja.

Kebebasan berekspresi dalam hal
membuat konten rekaman video di
media sosial, termasuk dalam hak atas
perlindungan data pribadi. Proses
pembuatan videonya yang secara fisik
dipadukan dengan teknologi digital
pada dasarnya bagian dari dokumentasi
pribadi, bahkan unggah pada platform
media sosial masih bagian hal tersebut.
Terdapat hal penting yang harus
diperhatikan dalam hal pengambilan

materi konten video media sosial
pribadi, yaitu:!?
a. Apakah seseorang telah sukarela

mengambil, setuju untuk diambil,
bahkan digunakan atau
didiseminasikan foto, rekaman video
atau rekaman suaranya;

b. Apakah  individu setuju atas
penggunaan,  pembukaan  atau
penyebarluasan materi yang telah
diambil;

c. Apakah materi didapat
sepengetahuan seseorang atau
diperoleh dengan cara maupun
ketentuan melanggar hukum;

d. Penting  untuk  memperhatikan
tingkat keseriusan dari perbuatan
tersebut mengingat gambar dan

tanpa

12 peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.2
Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan
Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat
dan Berekspresi, him. 23.

252


http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 2, Juli 2022
http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta

rekaman suara merupakan informasi
pribadi yang begitu sensitif, hal ini
mengungkap  karakteristik  unik
seseorang;

e. Keberadaan metode lainnya yang bisa
meminimalisir  intrusi  terhadap
privasi orang.

Materi yang diolah oleh setiap
orang baik sifatnya membuat video yang
bersinggungan dengan hak orang lain
tentu harus memperhatikan ketentuan
diatas. @ Moral  seseorang  perlu
dikedepankan dalam memahami setiap
tindakan pengambilan video, jangan
sampai merugikan hak orang lain yang
justru turut terekam dalam video
tersebut. Apalagi jika menimbulkan
korban jiwa, telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk itu perlu pemahaman
bagi setiap orang dalam menjalankan
hak ini, terdapat batasan-batasan yang
harus dipahami betul. Batasan yang
dimaksud memperhatikan berbagai
asas, yang diantaranya:

a. Asas keseimbangan antara hak dan
kewajiban;

b. Asas musyawarah dan mufakat;

c. Asas kepastian hukum dan keadilan;

d. Asas proporsionalitas; dan

e. Asas manfaat.

Asas keseimbangan hak dan
kewajiban adalah suatu bentuk tindakan
pemenuhan hak harus sebanding
dengan  kewajiban = yang  harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi
maupun penerima hak.* Keseimbangan
diantara hak dan kewajiban melahirkan

13 Pasal 3 UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.

14 Disadur dari Penjelasan Pasal 4 huruf d UU No.25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
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pembatasan hak, yang memang bukan
hak yang sebebas-bebasnya.
Keseimbangan hak guna mencapai
keadilan bagi masing-masing pemilik
hak. Kebebasan tanpa batas tentu akan
menimbulkan pelanggaran bagi hak
orang lain. Hak atas warga negara
keberadaannya harus diperlakukan
secara sama (baca: adil) terhadap
masyarakat yang lemah.’®> Dalam Pasal
28] ayat 2 UUD Tahun 1945 dinyatakan
bahwa dalam menjalankan hak dan
kebebasannya (termasuk hak
berpendapat dan berekspresi), setiap
orang tunduk pada pembatasan.
Pembatasan tersebut bukan saja karena
diatur oleh peraturan perundang-
undangan, lebih luas lagi termasuk
norma agama, nilai moral, keamanan,
dan ketertiban umum yang berlaku
dalam masyarakat.

Batasan bukan hanya karena
diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran
dari tindakannya, maka orang tersebut
berdasarkan nilai moral maupun agama,
keamanan dan ketertiban umum, wajib
tidak memaksakan tindakannya.

Asas manfaat memperhatikan
secara seimbang segala kepentingan,
baik kepentingan individu yang satu
dengan kepentingan individual yang
lain, termasuk pula kepentingan

15 Indra Lorenly Nainggolan, Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska
UU Cipta Kerja, Jurnal Keamanan Nasional, Vol.VIII,
No.1, Juli 2022, him. 160.
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individu dengan masyarakat.1®
Singgungan antara kepentingan
individu dengan individu lainnya

bahkan dengan kelompok masyarakat
wajib  dihindari. Menjalankan hak
individu yang merugikan hak kelompok
lain bahkan bila sampai menyentuh hak
masyarakat rentan merupakan tindakan
yang tidak bermanfaat dan bukanlah

hak. Ketiadaan manfaat adalah
pelanggaran hak berpendapat dan
berekspresi milik orang lain atau
kelompok lainnya.

Keberlakuan asas, ditunjang
dengan kewajiban warga negara dalam
upaya  menyampaikan  pendapat.

Kewajiban asasi manusia harus berjalan
bersama-sama dengan hak asasi manusia
itu sendiri. Terdapat beberapa kewajiban
universal dalam pemenuhan hak atas
kebebesan berekspresi dan berpendapat,
diantaranya:

1. Kewajiban menghormati hak-hak dan
kebebasan orang lain;

2. Kewajiban menghormati  aturan-
aturan moral yang diakui umum;

3. Kewajiban menaati hukum dan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

4. Menjaga dan menghormati keamanan
dan ketertiban umum; dan

5. Menjaga keutuhan persatuan dan
kesatuan bangsa.”

Riset yang dilakukan oleh Sekolah

Tinggi Sandi Negara (STSN) bersama

Yahoo bahwa sebanyak 64% usia remaja

16 Ppenjelasan Pasal 10 b UU No0.30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

17 Pasal 6 UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.

18 K. Bertens dalam Subiharta, Moralitas Hukum
Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,
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15-19 tahun mendominasi penggunaan
internet (Wilga Secsio Ratsja Putri: 2016).
Pada Tahun 2018 menurut zhen liu
terdapat 10 juta warga Indonesia
menggunakan aplikasi tik tok yang
didominasi anak milenial. Bahkan di
Tahun 2018 kementerian informasi dan
informatika sempat memblokir aplikasi
ini dikarenakan banyak bermuatan
konten negative. Data ini
mengindikasikan bahwa penggunaan
media sosial khususnya dalam membuat
konten video, menjadi sesuatu hal
penting untuk dilakukan pembatasan.
Pembatasan bukan saja berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, termasuk pula
memperhatikan nilai moral yang berlaku
dalam masyarakat.

K. Bertens!® menyatakan bahwa
hukum sangat membutuhkan moral.
Selanjutnya dikatakan bahwa kualitas
hukum sangat bergantung pada
kesadaran moral suatu masyarakat.
Sementara itu Thomas Aquinas'
menyebutkan bahwa perintah moral
memiliki kandungan nilai untuk
melakukan hal-hal yang dianggap baik
dan tentunya menghindari tindakan
yang jahat. Wujud nyata dari perintah
moral yang dimaksud adalah perturan
perundang-undangan yang berkeadilan.
Aturan yang tidak memiliki nilai
keadilan, sebetulnya hanya dokumen
aturan belaka karena tidak memiliki
wujud roh moral.

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3
November 2015, him. 391.

1% Thomas Aquinas dalam Cahya Wulandari,
Kedudukan Moralitas Dalam IImu Hukum, Jurnal
Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020, him. 3.
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Lon Fuller menyebutkan delapan
wujud moral yang harus melekat pada
hukum dalam maksud peraturan
perundang-undangan (prinsip legalitas),
yaitu:?0
a. Terdapat peraturan yang dibentuk

terlebih dahulu, tidak ada ketetapan-
ketetapan ad-hoc, atau tindakan-
tindakan yang bersifat arbiter;

b. Peraturan yang telah dibentuk di
umumkan secara layak;

c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;

d. Peraturan yang dibentuk dirumuskan
dengan  baik  sehingga  dapat
dimengerti oleh masyarakat (jelas dan
rinci);

e. Peraturan yang dibentuk dapat
dilaksankan;

f. Peraturan perundang-undangan yang
ada tidak saling bertentangan satu
sama lainnya;

g. Peraturan tidak boleh terlalu sering di
ubah atau direvisi;

h. Terdapat kesesuaian antara peraturan
perundang-unadngan yang dibentuk
dengan tindakan penegak hukum.

Berdasarkan prinsip itu, Lon
Fuller menginginkan setiap orang untuk
patuh terhadap peraturan yang telah
dibentuk oleh negara. Moral menjadi
standar untuk menguji peraturan
perundang-undangan. Keberadaan
peraturan perundang-undangan sangat
bergantung pada patuh tidaknya
masyarakat pada aturan yang ada,
meskipun aturan terkadang belum ada,
masyarakat tentu paham baik atau

20 Cahya Wulandari, Kedudukan Moralitas Dalam
IImu Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1,
April 2020, him. 4.

Nina Zainab & Indra Lorenly Nainggolan

tidaknya perilakunya berdasarkan moral
yang berkeadilan.

Hasil pengamatan terdapat irisan
beberapa peraturan perundang-
undangan terkait pembatasan hak
kebebasan berpendapat dan berekspresi
dalam membuat konten video pada
media sosial, diantaranya yaitu:

No. | Undang-Undang Keterangan

1. | UUNo0.39 Tahun 1999 | Pasal 14, 23, 24,
tentang hak asasi | dan 25
manusia

2. UU No.9 Tahun 1998 | Pasl5,6,7,8dan9
tentang kemerdekaan
menyampaikan
pendapat di muka
umum

3. UU No.19 Tahun 2016 | Pasal 4 huruf d
tentang  perubahan | dan 41
atas UU No.11 Tahun

2008 tentang
informasi dan
transaksi elektronik
4, Peraturan Komisi | Uraian kebebasan

Nasional Hak Asasi | berpendapat dan
Manusia No.2 Tahun | berekspresi
2021

Pembatasan hak atas kebebasan
berekspresi yang dikemukakan oleh
Komnas HAM, dilakukan pada kondisi
tertentu, diantaranya:?!

Keamanan nasional;
Keselamatan publik;
Ketertiban umum;
Kabar bohong;
Reputasi;
Siar kebencian;
Izin terbit dan sensorship.
Pasal 6 UU No.9 Tahun 1998 jelas
menyatakan bahwa dalam hal warga

NN

21 peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No.2
Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan
Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat
dan Berekspresi, him. 37-48.
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negara menyatakan pendapat dimuka
umum  wajib  bertanggung jawab
menghormati dan menjaga ketertiban
umum. Akan tetapi ketentuan pasal ini
harus disesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan informasi,
dimana setiap orang dalam membuat
konten video pada media sosial turut
bagian didalamnya. Untuk itu perlu
dilakukan perubahan norma pada UU
ini untuk menyesuaikan perkembangan
digital terhadap setiap perilaku
seseorang melakukan proses maupun
menghimpun kebebasan berekspresi dan

berpendapat.
Sementara itu Uuu ITE
menyebutkan bahwa  pemanfaatan

teknologi informasi bertujuan untuk
membuka kesempatan seluas-luasnya
kepada siapaun untuk memajukan
pemikiran dan kemampuan dalam hal
pemanfaatan  teknologi  informasi
seoptimal mungkin dan bertanggung
jawab. Sebetulnya penggunaan
teknologi informasi adalah salah satu
bentuk kebebasan berekspresi dan
berpendapat, sehingga apabila
menggunakan media teknologi dalam
hal berekspresi sudah seharusnya dapat
dipertanggungkjawabkan. Bukan
ditujukan  untuk  hal-hal  yang
mengganggu ketertiban umum.

Selain itu juga dalam pasal 41
dinyatakan pula bahwa peran serta
masyarakat ~ dalam  meningkatkan
pemanfaatan teknologi informasi. Harus
dipahami pula oleh segenap elemen
masyarakat bahwa penggunaan media
elektronik atau digital harus benar-benar

22 pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor : M.01-
PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Nina Zainab & Indra Lorenly Nainggolan

diperuntukkan  untuk  hal

bermanfaat.

yang

2. Penyuluhan Hukum Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Kebebasan
Berekspresi Membuat Konten Media
Sosial

Ketiadaan pemahaman hukum
dalam mengaktualisasikan hak atas
kebebasan berpendapat dan berekspresi,
telah menimbulkan suatu tindakan yang
menyimpang dari hukum. Padahal
terdapat suatu adagium semua orang
dianggap tahu akan hukum. Untuk
sampai memahami hal dimaksud perlu
upaya preventif dari pemerintah kepada
seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu tindakan yang
dimaksud adalah dengan memberikan
penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum
adalah?? salah satu kegiatan
penyebarluasan informasi dan
pemahaman terhadap norma hukum dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku  guna  mewujudkan dan
mengembangkan  kesadaran  hukum
masyarakat sehingga tercipta budaya
hukum dalam bentuk tertib dan taat atau
patuh terhadap norma hukum dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku demi tegaknya supremasi
hukum. Supremasi hukum menghendaki
bahwa hukumlah menjadi panglima
dalam menciptakan kemanan dan
ketertiban.

Oleh sebab itu keberadaan hukum
(peraturan) sangatlah penting, setiap
orang perlu memahami betul keberadaan
peraturan yang telah dibentuk oleh

sebagaimana diubah pada Permenkumham Nomor
M.01-.PR.08.10 Tahun 2007
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negara. Perintah pasal 88 UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan juga
mengamanatkan pembentuk UU untuk
menyebarluaskan RUU dan UU dengan
tujuan untuk memberikan informasi
kepada masyarakat bahwa telah ada
norma peraturan perundang-undangan
sebagai pedoman bertingkah laku setiap
orang. Selain untuk menyampaikan
informasi juga bertujuan memperoleh
masukan  dari  segenap  elemen
masyarakat akan norma yang telah
dibentuk. Sehingga tidak terjadi gap
diantara pembentuk undang-undang
dengan masyarakat. Masyarakat pada
umumnya tidak langsung mengetahui
setiap peraturan perundang-undangan
yang telah dibentuk, dikarenakan begitu
banyaknya peraturan yang ada. Disisi
lain, peraturan akan efektif manakala
peraturan tersebut diketahui hingga
adanya kesadaran dari subjek hukum.

Penyuluhan hukum akan
menciptakan kesadaran hukum maupun
kepatuhan masyarakat akan hukum.
Kesadaran hukum akan membawa setiap
orang mengerti atau paham akan hak
maupun kewajibannya sebagai subjek
hukum. Hak harus diiringi dengan
kewajiban sebagai batasan yang harus
dipatuhinya guna menghindari gesekan
hak dengan orang lain.

Sjachran Basah mengemukakan
bahwa pembinaan kesadaran hukum
masyarakat  bertujuan  untuk: (1)
Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat itu sendiri;
(2). Membuat warga negara paham atau

23 Sjachran Basah dalam Sudjana, Peningkatan Hukum
Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum
Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi

Nina Zainab & Indra Lorenly Nainggolan

mengetahui hak dan kewajiban asasi
warga negara dalam suatu negara hukum
berdasarkan Pancasila; serta (3). Secara
langsung telah melibatkan diri sendiri
dalam pembangunan suatu bangsa.
Sementara itu Soerjono  Soekanto
mengatakan bahwa faktor-faktor yang
turut mempengaruhi kepatuhan hukum,

diantaranya:

1. Tahap  prakonvensional,  hukum
dipatuhi disebabkan adanya
pemahaman bahwa akibat-akibat

apabila hukum dilanggar;

2. Tahap konvensional, berisikan tahapan
pengakuan;

3. Tahap purna konvensional, patuhnya
seseorah terhadap hukum karena
dipengaruhi pula dengan nilai-nilai
moral yang hidup dalam masyarakat.

Berbagai kasus kebebasan
berpendapat dan berekspresi dalam
membuat konten video pada sosial
media jika dikaitkan dengan penyuluhan
hukum akan melalui ketiga tahapan
tersebut. Tentu dibutuhkan aturan atau
norma yang mengatur lebih rinci terkait
pembatasan setiap perilaku seseorang
yang akan melakukan konten video pada
media sosial. Pada saat ini masih ada
kekosongan hukum sebagaimana telah
dibahas sebelumnya diatas. Setelah ada
aturannya maka penyuluhan
diupayakan dengan tujuan pemahaman
utuh setiap orang dalam hal membuat
konten video sosial media yang
mengganggu keamanan dan ketertiban
umum.

Sementara itu, pasal 34 ayat 1

Peraturan menteri komunikasi dan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Pendidikan IImu
Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016, him. 4.
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informatika nomor 20 tahun 2016
tentang perlindungan data pribadi
dalam sistem elektronik  juga

memberikan perintah kepada instansi
terkait untukan edukasi kepada elemen
masyarakat mengenai data pribadi, yang
diantaranya:

a. Pengertian data pribadi;

b. Hakikat data pribadi yang bersifat

privasi;

c. Pengertian persetujuan dan
konsekuensinya;

d. Pengertian sistem elektronik dan
mekanismenya;

e. Hak pemilik data pribadi, kewajiban
pengguna, dan kewajiban

penyelenggara sistem elektronik;

f. Ketentuan mengenai penyelesaian
sengketa jika terjadi kegagalan
perlindungan rahasia data pribadi
oleh penyelenggara sistem elektronik;
dan

g. Ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait
dengan perlindungan data pribadi
dalam sistem elektronik.

Penyuluhan hukum sebagai bagian
dari kesadaran hukum seharusnya
didahulukan dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan. Akan
tetapi edukasi masyarakat perlu
dilakukan walaupun dalam konteks
membuat konten video pada sosial
media belum lengkap aturannya.
Pemangku kepentingan dapat
melakukan penyuluhan hukum secara
komprehensif sebagaimana dijelaskan
sebelumnya diatas dalam berbagai
norma pada peraturan perundang-
undangan yang diantaranya: UU No.39
Tahun 1999 tentang hak asasi manusia,
UU No9 Tahun 1998 tentang

Nina Zainab & Indra Lorenly Nainggolan

kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum, UU No.19 Tahun 2016
tentang perubahan atas UU No.11 Tahun
2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik, dan Peraturan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia No.2
Tahun 2021.

Setidaknya pemahaman mengenai
perwujudan hak kebebasan berekspresi
dan berpendapat harus diindahkan juga
hak warga negara lainnya. Tentu
dibarengi juga dengan contoh yang lebih
konkret terkait kasus-kasus membuat
konten video pada sosial media yang
mengganggu keamanan dan ketertiban
umum yang sudah terjadi. Hal inilah
yang menjadi catatan penting elaborasi
dari berbagai pihak untuk menghindari
pemahaman bahwa hukum (peraturan)
tidak ada, sementara pelanggaran hak
oran lain telah terjadi.
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